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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
buku ajar yang berjudul Governansi Digital (E-Government): Konsep, 
Strategi, dan Praktik Terbaik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk 
menyediakan sumber belajar yang komprehensif dan relevan bagi 
para mahasiswa, akademisi, praktisi pemerintahan, dan siapa pun 
yang tertarik pada persimpangan antara teknologi, tata kelola, dan 
pelayanan publik di era digital.

Revolusi digital telah mentransformasi hampir seluruh aspek 
kehidupan, tidak terkecuali sektor publik. Pemerintah di seluruh 
dunia, termasuk Indonesia, berada di tengah-tengah upaya besar 
untuk beradaptasi dan berevolusi, beralih dari model birokrasi 
konvensional menuju model governansi yang lebih cerdas, responsif, 
dan partisipatif. Proses transformasi ini, yang kita kenal sebagai 
e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), 
bukanlah sekadar tentang pengadaan teknologi, melainkan tentang 
perubahan fundamental dalam cara pemerintah bekerja, melayani, 
dan berinteraksi dengan warganya.

Menyadari kompleksitas dan multidimensionalitas dari 
transformasi tersebut, buku ajar ini dirancang dengan pendekatan 
yang sistematis dan holistik. Pembahasan tidak hanya berhenti pada 
aspek teknis seperti arsitektur sistem dan infrastruktur TIK, tetapi 
juga menggali secara mendalam fondasi kebijakan dan regulasi, 
strategi manajemen perubahan, pengembangan kapasitas sumber 
daya manusia, hingga tantangan etika seperti keamanan informasi 
dan privasi data. Kami percaya bahwa keberhasilan governansi digital 
tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, melainkan oleh 
keselarasan antara teknologi, manusia, proses, dan kebijakan.

Buku ini terdiri dari 14 bab yang saling terkait, membawa 
pembaca dalam sebuah perjalanan belajar yang terstruktur. Bagian 
awal (Bab 1-4) membangun fondasi konseptual, membahas definisi, 
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evolusi, kebijakan, tata kelola, dan infrastruktur dasar e-government. 
Bagian inti (Bab 5-10) membedah komponen-komponen teknis dan 
manajerial, mulai dari arsitektur sistem, manajemen data, layanan 
digital, strategi transformasi, keamanan siber, hingga manajemen 
perubahan dan SDM. Bagian lanjutan (Bab 11-14) menjelajahi 
topik-topik yang lebih maju, seperti inovasi dan smart governance, 
partisipasi digital, metode evaluasi, serta ditutup dengan serangkaian 
studi kasus, praktik terbaik global, dan proyeksi masa depan.

Setiap bab dilengkapi dengan capaian pembelajaran, 
rangkuman, soal evaluasi, studi kasus, dan poin diskusi untuk 
mendorong pemahaman yang mendalam dan analisis kritis. Harapan 
kami, buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga 
pemantik inspirasi bagi lahirnya ide-ide dan inovasi untuk kemajuan 
governansi digital di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca 
sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir 
kata, semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan 
praktik pemerintahan di tanah air. Selamat membaca!

						      Hormat kami,

						      Penulis
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BAB 1

KONSEP DASAR DAN EVOLUSI E-GOVERNMENT

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu 
melakukan hal-hal berikut.

1.	 Mendefinisikan konsep e-government dan governansi digital serta 
membedakannya dengan administrasi publik konvensional.

2.	 Menganalisis tahapan evolusi e-government dari tahap informasi 
hingga transformasi, termasuk berbagai model kematangannya.

3.	 Mengidentifikasi pilar-pilar utama governansi digital (G2C, G2B, 
G2G, G2E) dan hubungannya dengan prinsip good governance.

4.	 Mengevaluasi berbagai tantangan dan hambatan utama dalam 
implementasi e-government, baik dari aspek regulasi, sumber 
daya, maupun infrastruktur.

5.	 Menarik pembelajaran kritis dari studi kasus implementasi 
e-government global dan menganalisis relevansinya bagi 
konteks Indonesia.

Pendahuluan

Di era digital yang ditandai oleh disrupsi teknologi, ekspektasi 
publik terhadap kualitas layanan pemerintah telah mengalami 
transformasi fundamental. Masyarakat yang terbiasa dengan layanan 
sektor swasta yang cepat, efisien, dan personal, kini menuntut standar 
serupa dari birokrasi. Fenomena ini mendorong pemerintah di seluruh 
dunia untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik, sebuah 
inisiatif yang dikenal luas sebagai e-government. Inisiatif ini bukan 
sekadar digitalisasi proses manual, melainkan sebuah paradigma 
baru dalam tata kelola pemerintahan yang berpotensi mereformasi 
hubungan antara negara dan warganya (Heeks, 2006).

Pentingnya e-government melampaui sekadar efisiensi internal 
birokrasi. Implementasi yang efektif dapat meningkatkan transparansi, 
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memperkuat akuntabilitas, dan membuka ruang partisipasi publik 
yang lebih luas, yang merupakan pilar-pilar utama dari good 
governance (Nugroho & Santoso, 2024). Dengan menyediakan akses 
informasi dan layanan secara daring, pemerintah dapat memangkas 
hambatan geografis dan birokratis, memberikan layanan yang lebih 
inklusif, dan memberdayakan masyarakat untuk mengawasi kinerja 
pemerintah. Oleh karena itu, e-government menjadi instrumen 
strategis bagi negara-negara untuk meningkatkan daya saing, menarik 
investasi, dan membangun kepercayaan publik di panggung global 
(United Nations, 2022).

Meskipun demikian, perjalanan menuju governansi digital 
bukanlah tanpa tantangan. Implementasi e-government adalah sebuah 
proses kompleks yang melibatkan tidak hanya investasi teknologi, 
tetapi juga reformasi kelembagaan, perubahan budaya organisasi, dan 
penyiapan sumber daya manusia yang kompeten (Pratama, 2023). 
Bab ini akan mengupas secara mendalam konsep dasar dan evolusi 
e-government, mulai dari definisi dan ruang lingkupnya, tahapan 
perkembangannya, pilar-pilar utamanya, hingga tantangan krusial 
yang sering dihadapi. Dengan memahami fondasi ini, pembaca akan 
memiliki kerangka kerja yang kokoh untuk mendalami aspek-aspek 
yang lebih kompleks dari governansi digital pada bab-bab selanjutnya.

A.	 Definisi dan Ruang Lingkup E-Government

Pengantar untuk subbab ini akan membahas esensi dari 
e-government sebagai sebuah konsep yang melampaui sekadar 
penggunaan teknologi. E-government pada dasarnya adalah tentang 
pemanfaatan TIK untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. 
Ini mencakup perubahan cara pemerintah beroperasi, berinteraksi 
dengan warga negara, dan menyediakan layanan publik (Fang, 2002). 
Transformasi ini menandai pergeseran dari model administrasi publik 
yang berpusat pada birokrasi menjadi model yang berpusat pada 
pengguna atau warga negara.

Dalam perkembangannya, istilah e-government sering 
digunakan secara bergantian dengan governansi digital (digital 
governance). Meskipun berkaitan erat, governansi digital memiliki 
cakupan yang lebih luas, tidak hanya mencakup penyediaan layanan 
oleh pemerintah (aspek operasional), tetapi juga bagaimana TIK 
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membentuk ulang dinamika kekuasaan, pembuatan kebijakan, dan 
interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat 
(Wimmer, dkk., 2019). Subbab ini akan menguraikan definisi 
keduanya, menyoroti perbedaan fundamental dengan administrasi 
konvensional, serta memerinci tujuan dan manfaat yang ingin dicapai 
melalui implementasi e-government.

1.	 Pengertian E-Government dan Governansi Digital

E-government, dalam definisi klasiknya, merujuk pada 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya 
internet, oleh lembaga pemerintah untuk memberikan informasi dan 
layanan kepada warga negara, pelaku bisnis, dan entitas pemerintah 
lainnya (Heeks, 2006). Konsep ini menekankan pada aspek “elektronik” 
sebagai medium untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses 
pemerintahan yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk membuat 
pemerintah lebih mudah diakses, lebih responsif, dan lebih akuntabel 
daripada sebelumnya (Fang, 2002). E-government sering dipandang 
sebagai langkah awal dalam modernisasi birokrasi melalui adopsi 
teknologi.

Seiring waktu, pemahaman ini berkembang menjadi konsep 
yang lebih luas, yaitu governansi digital. Governansi digital tidak 
hanya melihat TIK sebagai alat, tetapi sebagai kekuatan transformatif 
yang mengubah cara kebijakan publik dirumuskan, bagaimana 
kekuasaan dijalankan, dan bagaimana hubungan antara pemerintah 
dan masyarakat dikelola (Wimmer, dkk., 2019). Jika e-government 
berfokus pada “penyediaan layanan secara elektronik,” maka 
governansi digital berfokus pada “tata kelola di era digital,” yang 
mencakup isu-isu seperti kedaulatan data, etika kecerdasan buatan 
dalam layanan publik, dan partisipasi digital yang bermakna.

Dengan demikian, governansi digital dapat dianggap sebagai 
evolusi dari e-government, yang mencakup kerangka kerja kebijakan, 
standar, dan strategi yang lebih komprehensif untuk mengarahkan 
transformasi digital di sektor publik (United Nations, 2022). 
Governansi digital adalah tentang bagaimana keputusan dibuat 
dalam lingkungan digital yang kompleks, memastikan bahwa 
teknologi digunakan untuk mencapai tujuan publik yang lebih 
besar seperti inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan, bukan hanya 
efisiensi semata.
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2.	 Perbedaan E-Government dengan Administrasi Publik Konvensional

Perbedaan paling mendasar antara e-government dan 
administrasi publik konvensional terletak pada medium, proses, dan 
orientasi layanan. Administrasi konvensional sangat bergantung pada 
interaksi tatap muka, proses berbasis kertas (dokumen fisik), dan 
struktur birokrasi yang hierarkis dan sering kali kaku (Heeks, 2006). 
Alur kerja bersifat linear dan sekuensial, di mana warga negara harus 
mendatangi kantor pemerintah, mengantre, dan melalui berbagai 
meja layanan untuk menyelesaikan satu urusan, yang sering kali 
memakan waktu dan biaya.

E-government, sebaliknya, merombak model ini dengan 
memanfaatkan jaringan digital. Layanan dapat diakses kapan saja dan 
dari mana saja (anytime, anywhere), menghilangkan batasan waktu 
dan geografis (Fang, 2002). Proses yang sebelumnya berbasis kertas 
diubah menjadi alur kerja digital yang terintegrasi, memungkinkan 
data untuk dibagikan secara instan antarlembaga (prinsip once-only), 
sehingga warga tidak perlu berulang kali memberikan informasi yang 
sama. Orientasi layanan pun bergeser dari “berpusat pada lembaga” 
menjadi “berpusat pada warga” (citizen-centric), di mana layanan 
dirancang berdasarkan kebutuhan dan pengalaman pengguna 
(Indrajit, 2018).

Selain itu, e-government mengubah sifat komunikasi dari satu 
arah (pemerintah ke warga) menjadi dua arah atau bahkan multiarah. 
Platform digital memungkinkan pemerintah untuk tidak hanya 
menyebarkan informasi, tetapi juga menerima umpan balik, keluhan, 
dan masukan dari publik secara real-time (Laming, dkk., 2023). Hal 
ini menciptakan potensi untuk proses pembuatan kebijakan yang 
lebih partisipatif dan responsif, sebuah karakteristik yang sulit dicapai 
dalam model administrasi konvensional yang cenderung tertutup dan 
birokratis.

3.	 Tujuan dan Manfaat Implementasi E-Government

Tujuan utama implementasi e-government dapat dikelompokkan 
menjadi tiga kategori utama. Pertama, meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas internal pemerintahan. Ini mencakup otomatisasi proses 
kerja, pengurangan penggunaan kertas, percepatan pengambilan 
keputusan melalui data yang akurat, dan peningkatan koordinasi 
antarlembaga pemerintah (Heeks, 2006). Manfaat yang dihasilkan 
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adalah penghematan anggaran, optimalisasi sumber daya, dan 
peningkatan produktivitas aparatur sipil negara.

Kedua, meningkatkan kualitas penyampaian layanan publik 
kepada masyarakat dan dunia usaha. Dengan e-government, layanan 
menjadi lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih transparan 
(Rodríguez-Bolívar, 2014). Contohnya termasuk kemudahan dalam 
membayar pajak, mendaftar izin usaha, atau mengakses catatan 
kesehatan secara online. Manfaatnya adalah peningkatan kepuasan 
publik, pengurangan biaya kepatuhan bagi dunia usaha, dan 
terciptanya iklim investasi yang lebih baik.

Ketiga, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 
publik sebagai bagian dari perwujudan good governance. Ketersediaan 
informasi anggaran, pengadaan barang dan jasa (e-procurement), 
dan data kinerja pemerintah secara online memungkinkan publik 
untuk melakukan pengawasan (Nugroho & Santoso, 2024). Selain itu, 
platform digital menyediakan saluran bagi warga untuk menyuarakan 
aspirasi dan terlibat dalam proses kebijakan, yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 
(United Nations, 2022).

B.	 Evolusi dan Tahapan Perkembangan E-Government

Pengantar untuk subbab ini menjelaskan bahwa implementasi 
e-government bukanlah sebuah proyek sesaat, melainkan sebuah 
perjalanan evolusioner yang berlangsung secara bertahap. Para ahli 
telah mengidentifikasi serangkaian tahapan yang biasanya dilalui 
oleh negara-negara dalam mengembangkan kapabilitas e-government 
mereka. Memahami tahapan ini, penting bagi para pembuat kebijakan 
untuk dapat mengukur kemajuan, mengidentifikasi tantangan pada 
setiap fase, dan merencanakan langkah-langkah strategis selanjutnya 
(Heeks, 2006).

Model-model tahapan ini, meskipun bervariasi dalam jumlah 
dan penamaannya, secara umum menggambarkan pergerakan 
dari kehadiran online yang sederhana menuju interaksi yang lebih 
kompleks, dan akhirnya mencapai transformasi fundamental dalam 
cara pemerintah bekerja. Pergerakan ini tidak hanya bersifat teknis, 
tetapi juga mencerminkan tingkat kematangan organisasi dan 
kelembagaan pemerintah (Joshi & Islam, 2018). Subbab ini akan 
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menguraikan empat tahapan klasik perkembangan e-government 
dan memperkenalkan beberapa model kematangan yang digunakan 
secara global untuk mengevaluasi dan membandingkan kemajuan 
e-government antarnegara.

1.	 Tahap Informasi (Publishing) dan Interaksi (Interaction)

Tahap pertama dalam evolusi e-government adalah tahap 
informasi, yang juga dikenal sebagai publishing atau presence. 
Pada tahap ini, pemerintah mulai membangun kehadiran di dunia 
maya dengan membuat situs web statis. Fokus utamanya adalah 
menyebarkan informasi satu arah dari pemerintah kepada publik 
(Fang, 2002). Konten yang disajikan biasanya berupa informasi 
dasar seperti struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, 
berita resmi, dan kontak lembaga. Tujuannya adalah meningkatkan 
transparansi dengan membuat informasi pemerintah lebih mudah 
diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet.

Setelah berhasil membangun kehadiran online, pemerintah 
bergerak ke tahap kedua, yaitu tahap interaksi. Pada fase ini, situs web 
pemerintah menjadi lebih dinamis dan memungkinkan komunikasi 
dua arah yang terbatas. Pengguna tidak hanya bisa menerima 
informasi, tetapi juga dapat berinteraksi dengan pemerintah melalui 
fitur-fitur seperti formulir kontak, alamat email, atau kolom pencarian 
(Heeks, 2006). Meskipun interaksi ini sering kali masih sederhana dan 
belum terintegrasi dengan sistem back-office, tahap ini merupakan 
langkah penting karena mulai membuka saluran komunikasi digital 
antara warga dan birokrasi.

Contoh dari tahap interaksi adalah penyediaan formulir yang 
dapat diunduh (namun harus dicetak dan diserahkan secara fisik), 
atau fitur untuk mengirimkan pertanyaan melalui email yang akan 
dijawab oleh staf pemerintah. Meskipun proses di belakang layar 
mungkin masih manual, antarmuka digital mulai memberikan 
kemudahan bagi pengguna. Tahap ini membangun fondasi 
untuk transaksi yang lebih kompleks di fase selanjutnya dengan 
membiasakan baik pemerintah maupun warga untuk menggunakan 
platform digital sebagai medium komunikasi (Al-Ruithe, dkk., 2018).

2.	 Tahap Transaksi (Transaction) dan Transformasi (Transformation)

Tahap ketiga adalah tahap transaksi, yang menandai lompatan 
signifikan dalam kapabilitas e-government. Pada tahap ini, warga 
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negara dan pelaku bisnis dapat menyelesaikan seluruh transaksi 
layanan publik secara online dari awal hingga akhir. Ini mencakup 
layanan yang melibatkan pertukaran nilai, seperti pembayaran 
pajak, perpanjangan surat izin, atau pengadaan barang dan jasa 
(e-procurement) (Heeks, 2006). Untuk mencapai tahap ini, diperlukan 
integrasi antara situs web front-end dengan sistem back-end 
pemerintah, serta adanya infrastruktur pendukung seperti gerbang 
pembayaran online (payment gateway) dan sistem keamanan yang 
andal.

Keberhasilan pada tahap transaksi secara langsung 
meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna, serta 
mengurangi potensi korupsi dengan meminimalkan interaksi tatap 
muka (Rodríguez-Bolívar, 2014). Layanan seperti pendaftaran 
kelahiran, pengajuan paspor, atau pembayaran denda lalu lintas 
yang dapat diselesaikan sepenuhnya secara online adalah ciri khas 
dari tahap ini. Keamanan data dan transaksi menjadi isu krusial yang 
harus ditangani pemerintah untuk membangun kepercayaan publik 
dalam menggunakan layanan transaksional ini.

Tahap puncak dari evolusi e-government adalah tahap 
transformasi, atau terkadang disebut connected government. Pada fase 
ini, TIK tidak lagi hanya digunakan untuk mengotomatisasi layanan 
yang ada, tetapi untuk mentransformasi secara fundamental cara 
pemerintah bekerja dan memberikan nilai bagi masyarakat (Fang, 
2002). Ini melibatkan integrasi layanan lintas lembaga pemerintah 
(pemerintahan yang terhubung), sehingga pengguna dapat mengakses 
berbagai layanan dari berbagai instansi melalui satu portal terpadu 
(single sign-on). Prinsip once-only diimplementasikan sepenuhnya, 
di mana data warga dibagikan secara aman di seluruh pemerintahan 
untuk memberikan layanan yang proaktif dan personal.

Pada tahap transformasi, fokus bergeser dari “pemerintahan 
elektronik” menjadi “pemerintahan digital” yang sesungguhnya, 
di mana kebijakan dan layanan dirancang secara digital sejak awal 
(digital by default). Pemerintah tidak hanya bereaksi terhadap 
permintaan warga, tetapi dapat secara proaktif menawarkan layanan 
berdasarkan data dan peristiwa kehidupan (life events), seperti secara 
otomatis menawarkan tunjangan anak ketika data kelahiran baru 
tercatat (United Nations, 2022). Tahap ini merepresentasikan visi 
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akhir dari governansi digital, yaitu pemerintahan yang terintegrasi, 
cerdas, dan sepenuhnya berpusat pada warga.

3.	 Model Kematangan E-Government (Gartner, UN E-Government 
Survey)

Untuk mengukur dan membandingkan kemajuan negara-
rata dalam perjalanan evolusioner ini, berbagai model kematangan 
(maturity models) telah dikembangkan. Salah satu model awal yang 
berpengaruh adalah model empat tahap dari Gartner, yang sejalan 
dengan evolusi yang dibahas sebelumnya, yaitu presence, interaction, 
transaction, dan transformation (Heeks, 2006). Model ini memberikan 
kerangka kerja yang sederhana dan intuitif bagi pemerintah untuk 
menilai posisi mereka dan merencanakan langkah selanjutnya.

Seiring waktu, model-model yang lebih kompleks dan 
multidimensional mulai muncul untuk menangkap nuansa 
implementasi e-government yang lebih baik. Model-model baru ini 
sering kali tidak lagi murni linear, melainkan mempertimbangkan 
berbagai dimensi secara bersamaan (Hujran, dkk., 2023). Sebagai 
contoh, model kematangan untuk negara berkembang mungkin 
memberikan bobot lebih pada faktor-faktor seperti aksesibilitas, 
keberlanjutan, dan kepercayaan, selain kapabilitas teknis semata 
(Joshi & Islam, 2018).

Salah satu alat ukur paling komprehensif dan diakui secara 
global adalah UN E-Government Survey, yang diterbitkan setiap dua 
tahun oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. Survei ini mengukur indeks pembangunan 
e-government (EGDI) yang terdiri dari tiga subindeks, yaitu 
indeks layanan online (online service index), indeks infrastruktur 
telekomunikasi (telecommunication infrastructure index), dan indeks 
sumber daya manusia (human capital index) (United Nations, 2022). 
Pendekatan multidimensional ini menegaskan bahwa kematangan 
e-government tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan situs web 
pemerintah, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dan kapasitas 
sumber daya manusia di suatu negara.
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Gambar 1.1. Evolusi E-Government dari Informasi ke Transformasi

Diagram alir (infografik) di atas menggambarkan empat tahap 
evolusi e-government.

a.	 Tahap 1 (informasi): ikon sebuah situs web statis dengan panah 
satu arah dari pemerintah ke warga, menampilkan dokumen 
dan informasi.

b.	 Tahap 2 (interaksi): ikon situs web dengan formulir unduhan 
dan ikon email, menunjukkan panah dua arah yang sederhana.

c.	 Tahap 3 (transaksi): ikon sebuah portal layanan dengan simbol 
troli belanja dan gembok keamanan, menunjukkan warga dapat 
menyelesaikan pembayaran dan pengajuan izin secara online.

d.	 Tahap 4 (transformasi): ikon sebuah jaringan terintegrasi (awan/
cloud) yang menghubungkan berbagai lembaga pemerintah 
(G2G), warga (G2C), dan bisnis (G2B) melalui satu portal 
terpadu, dengan panah yang saling terhubung, melambangkan 
layanan yang proaktif dan terpersonalisasi.

C.	 Pilar dan Dimensi Governansi Digital

Pengantar untuk subbab ini akan membedah arsitektur 
e-government dengan mengidentifikasi berbagai aktor yang 
terlibat dan sifat interaksi di antara mereka. Governansi digital 
bukanlah entitas monolitik, melainkan sebuah ekosistem interaksi 
yang kompleks. Untuk memahaminya, para ahli membaginya ke 
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dalam beberapa pilar atau dimensi utama berdasarkan siapa yang 
berinteraksi dengan siapa (Heeks, 2006). Klasifikasi ini membantu 
dalam merancang strategi dan layanan yang tepat sasaran sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing kelompok pemangku kepentingan.

Dimensi-dimensi ini secara tradisional dikategorikan sebagai 
interaksi pemerintah dengan warga negara (G2C), dunia usaha (G2B), 
lembaga pemerintah lainnya (G2G), dan dengan pegawainya sendiri 
(G2E). Setiap dimensi memiliki tujuan, jenis layanan, dan tantangan 
yang unik. Subbab ini akan menguraikan setiap pilar tersebut secara 
terperinci dan, yang terpenting, menunjukkan bagaimana keseluruhan 
dimensi ini saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian tujuan 
yang lebih besar, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance).

1.	 Dimensi Government-to-Citizen (G2C) dan Government-to-
Business (G2B)

Dimensi government-to-citizen (G2C) adalah aspek e-government 
yang paling terlihat dan sering berinteraksi dengan masyarakat 
luas. Pilar ini mencakup semua interaksi digital antara pemerintah 
dan warga negara secara individu (Fang, 2002). Tujuan utamanya 
adalah untuk menyediakan akses yang mudah, cepat, dan efisien 
terhadap informasi dan layanan publik. Contoh layanan G2C meliputi 
pembayaran pajak pribadi secara online, pendaftaran pemilih, 
akses ke catatan kesehatan, pengajuan klaim jaminan sosial, dan 
perpanjangan dokumen identitas seperti KTP atau paspor.

Keberhasilan inisiatif G2C sangat bergantung pada pengalaman 
pengguna (user experience), aksesibilitas (termasuk bagi penyandang 
disabilitas dan mereka yang berada di daerah terpencil), dan 
kepercayaan warga terhadap keamanan data pribadi mereka 
(United Nations, 2022). Platform G2C yang efektif dapat secara 
dramatis meningkatkan kepuasan publik dan memperkuat legitimasi 
pemerintah. Selain itu, platform ini juga dapat menjadi sarana penting 
untuk partisipasi publik, misalnya melalui portal pengaduan atau 
forum konsultasi kebijakan online.

Dimensi government-to-business (G2B) berfokus pada interaksi 
digital antara pemerintah dan sektor swasta, mulai dari usaha mikro 
hingga korporasi besar. Tujuannya adalah untuk menciptakan 
lingkungan bisnis yang efisien, transparan, dan berdaya saing dengan 
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